
QANUN ACEH

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAH1M

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan
Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus serta Pasal 29 dan
Pasal 31 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan
Ekonomi Khusus, perlu membentuk Administrator Kawasan
Ekonomi Khusus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Aceh tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6021);

7. Peraturan Presiden Nomor .33 Tahun 2010 tentang Dewan
Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan
Ekonomi Khusus;

8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor
16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT ACEH.

Pasal I

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh
(Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh
Nomor 87) disisip 1(satu) pasal yakni Pasal 6A sebagai berikut:

Pasal 6A

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat UPTD
daerah provinsi di bidang Penanaman Modal berupa Administrator
Kawasan Ekonomi Khusus.

f
Pasal II...
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Pasal II

Qanun inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun inidengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

1
Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 28 Oktober 2019 M
29 Shafar 1441H

IfcftjkERNUR ACEH,(_

SYAHDiundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 28 Oktober 2019 M
29 Shafar 1441 H

.ERAH ACEH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 21

NOREG QANUN ACEH (18-340/2019)




